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LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 

Seperti telah kita ketahui semuanya, bahwa 

dalam pelaksanaan ekspor Surat Keterangan 

Asal mempunyai peran penting. Surat 

Keterangan Asal atau sering disebut SKA 

adalah dokumen pendukung ekspor untuk 

membuktikan barang ekspor Indonesia telah 

memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia 

(Rules of Origin of Indonesia).  Jadi untuk dapat 

diterbitkannya SKA para Eksportir atau Importir 

harus terdahulu memenuhi suatu aturan 

main yang berupa persyaratan wajib tertentu 

yaitu Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) 

atau yang sering disebut dengan “ROO”.  Jika 

tidak dapat memenuhi ROO maka SKA tidak 

dapat diterbitkan. Seperti apakah ROO itu? 

Bagaimana pengaturannya di Indonesia? 

Penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam 

paragrap berikutnya.

Pengaturan ketentuan asal barang Indonesia 

hingga tahun 2014 belum ada payung 

hukumnya. Pengaturan yang menjadi dasar 

pengaturan mengenai ketentuan asal 

barang Indonesia (Rules of Origin) selama ini 

hanya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Agreement Establishing 

GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014    PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014    
TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA 

(RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)(RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)
Lina Rachmatia

the World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3564). 

Oleh karena itu sebagai langkah langkah 

harmonisasi pengaturan hukum di Indonesia 

pemerintah Indonesia merasa perlu untuk 

dapat menerbitkan Peraturan yang mengatur 

tentang ketentuan asal barang ekspor 

Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat 

dari peraturan per Undang-Undangan 

sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization 

(Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3564);

3. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 

1971 tentang Penetapan Pejabat 

yang Berwenang Mengeluarkan Surat 

Keterangan Asal;

4. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 

13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan 

Umum di Bidang Ekspor.

SUBSTANSI DAN PENGATURAN SUBSTANSI DAN PENGATURAN 

Sebelum kita beranjak pada pembahasan 

substansi Permendag Nomor                      77/M-DAG/

PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia), ada 

baiknya mengetahui istilah yang nantinya 

sering menjadi substansi pembahasan 

didalamnya. Semua defi nisi tersebut berada 

dalam Pasal 1, yaitu:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules 

of Origin of Indonesia) adalah peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan 

administratif yang bersifat umum yang 

diterapkan untuk menentukan asal 

barang Indonesia.

2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules 

of Origin of Indonesia) Preferensi adalah 

ketentuan mengenai asal barang 
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GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) GARIS BESAR KETENTUAN ASAL BARANG (ROO) 
DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS 

(FREE TRADE AGREEMENT/FTA)(FREE TRADE AGREEMENT/FTA)
Evi Eriawati. T.

Hal ini sedikit berbeda dengan negara-

negara lain yang telah memiliki unit 

ROO di dalam struktur organisasinya. 

Sebut saja misalnya Korean Customs Services 

(KCS) yang memiliki unit FTA dan yang 

menangani masalah FTA sejak negosiasi 

sampai dengan implementasi. Begitu juga 

Jepang yang memiliki unit yang sama, serta 

China Customs. Bahkan beberapa administrasi 

pabean di negara ASEAN juga telah memiliki 

unit ini, seperti Singapore, Malaysia, Viet Nam, 

Thailand, dan sebagainya.

Ketentuan ROO telah diatur di dalam  masing-

masing perjanjian pembentuk skema FTA itu 

sendiri, juga secara prinsip kriteria origin ini 

telah mulai dicoba untuk diselaraskan oleh WTO 

sebagaimana diatur di dalam WTO Agreement 

on ROO. World Customs Organization (WCO) 

juga memiliki concern yang luar biasa terkait 

ROO sebagaimana secara khusus diatur di 

dalam Specifi c Annex K the Revised Kyoto 

Convention (RKC) yang merupakan guidance 

utama bagi sistem kepabeanan dunia. Adapun 

untuk penerapan ROO bagi para anggotanya, 

selain adanya Technical Committee on 

ROO, WCO juga memiliki unit baru yang 

khusus menangani ROO, sebagaimana juga 

unit lainnya yang menangani nilai pabean 

(customs valuation) dan Harmonized System 

(HS). Sebagaimana diketahui bahwa kriteria 

origin wajib dicantumkan di dalam SKA (COO), 

dan untuk memudahkan implementasinnya 

disepakatilah seluruh kriteria origin yang 

digunakan dalam setiap skema FTA akan 

dicantumkan di dalam overleaf notes masing-

masing  form  SKA (COO), FTA yang digunakan. 

Pada dasarnya ROO adalah untuk mendapatkan  

tarif preferensi. Preferensi hanya digunakan 

untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau 

pembebasan tarif bea masuk yang diberikan 

oleh suatu negara atau sekelompok negara 

berdasarkan ketentuan dalam perjanjian 

internasional yang telah disepakati atau 

berdasarkan penetapan sepihak dari suatu 

negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, 

sebagai 

Contoh:Contoh:

ROO dalam AANZFTA bertujuan untuk 

melindungi integritas pasal-pasal perdagangan 

barang dalam AANZFTA. Adapun Pasal-pasal 

mengenai ROO dalam AANZFTA tercantum 

dalam:

v Chapter 3 perjanjian,  yang diberi judul 

“Rules of Origin”; dan

v Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), 

yang diberi judul “Operational Certifi cation 

Procedures”.  Annex ini juga memasukkan 

dua Appendices yang mengatur : 
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(1) “Minimum Data Requirements - 

Applications for a Certifi cate of 

Origin”

(2) “Minimum Data Requirements - 

Certifi cates of Origin”; dan,

v Annex 2 dari Perjanjian, yang diberi judul 

“Product Specifi c Rules”.

Sedangkan Bab mengenai ROO dalam 

AANZFTA memiliki beberapa fungsi utama 

yang terdiri dari:

1. mendefi nisikan barang yang berasal dari 

satu atau lebih suatu pihak atau negara 

anggota Perjanjian, dan karenanya berhak 

atas pemberian tarif preferensi.

2. menetapkan metode yang akan 

digunakan untuk menilai apakah 

sudah terjadi “transformasi substansial” 

(perubahan bentuk barang). 

3. mendefi nisikan kondisi-kondisi dimana 

barang tidak akan dipertimbangkan untuk 

mendapatkan tarif preferensi, umumnya 

karena barang mengalami “pengolahan 

yang tidak memadai”  atau “operasional 

produksi yang tidak memadai” di suatu 

pihak atau negara anggota pengekspor  

atau barang hanya sekedar dikirimkan 

dari negara bukan suatu pihak atau 

negara anggota.

4. menjelaskan persyaratan dokumentasi 

untuk menuntut status preferensi; yaitu 

melalui penyediaan “surat keterangan 

asal (certifi cate of  origin)”, melalui “self-

certifi cation” atau melalui cara lain yang 

disepakati, dan 

5. menjelaskan pilihan yang tersedia 

bagi suatu pihak atau negara anggota 

pengimpor jika dicurigai, atau sudah 

ditetapkan, bahwa pernyataan sebagai 

barang asal FTA tersebut tidak benar. 

Tujuan Ketentuan Asal Barang?Tujuan Ketentuan Asal Barang?

Mengingat tujuan utama FTA adalah 

pengurangan dan eliminasi tarif diantara 

negara pesertanya, kriteria yang dikenal 

sebagai ROO penting untuk diterapkan guna  

mengidentifi kasi barang-barang yang berhak 

mendapatkan tarif preferensi. 

Apakah tujuan Ketentuan Asal 
Barang?

Bagi Otoritas Pabean untuk menentukan 

apakah suatu barang mendapatkan tarif 

preferensi.

Secara umum, ROO merupakan upaya untuk memastikan bahwa hanya barang-barang 

yang dihasilkan dari transformasi substansial negara anggota (party) berhak mendapatkan 

tarif preferensi. Tarif Preferensi tidak dapat diberlakukan terhadap barang-barang yang tidak 

mengalami pengolahan yang memadai di negara anggota (party) dan karenanya barang-barang 

tersebut hanya merupakan hasil dari aktivitas produksi di negaranya masing-masing bukan di 

negara anggota (party).

Contoh:Contoh:

Dalam ROO AANZFTA, yang menjadi negara anggotanya adalah Negara ASEAN, Australia dan 

New Zealand. Maka ketentuan Tarif Preferensi dan ROO yang berlaku harus berdasarkan pada 

ROO pada Perjanjian AANZFTA, sehingga Perjanjian AANZFTA hanya berlaku bagi negara anggota 

ASEAN,  Australia dan New Zealand, sedangkan negara diluar anggota tidak.
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ROO bertujuan untuk memastikan bahwa: 

(1) Barang yang berasal dari Peserta AANZFTA mendapatkan tarif preferensi; dan

(2) Barang yang berasal dari luar FTA tidak diberikan tarif preferensi.

Dalam Pasal-pasal ROO FTA, termasuk yang berkaitan dengan pengaturan implementasi dan 

verifi kasi, haruslah menceminkan keseimbangan yang tepat antara tujuan fasilitasi perdagangan 

dengan pencegahan terjadinya “pembelokan atau pengalihan perdagangan” atau “Trade 

Defl ection” (yaitu pengiriman barang yang diproduksi di negara bukan Peserta melalui Peserta 

FTA hanya untuk menuntut pemberian tarif preferensi).

Berikut ini adalah salah satu contoh ilustrasi dari “Trade Defl ection”
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Contoh: Contoh: 

Negara Korea ingin mengirim barang ke Negara Australia, tetapi karena Korea tidak memiliki 

Perjanjian FTA dengan Australia maka barang yang di ekspor ke Australia akan dikenakan bea 

masuk normal (karena tidak mendapatkan tarif preferensi). Untuk mendapatkan tariff  preferensi 

atau keringanan bea masuk maka Negara Korea mengirimkan barangnya ke Indonesia terlebih 

dahulu karena Negara Korea dengan Negara Indonesia memiliki FTA  (ASEAN-KOREA FREE 

TRADE AGREEMENT/AKFTA) sehingga akan mendapatkan tariff  preferensi, kemudian barang 
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penyelesaian sengketa di BPSK tidak 

dipungut biaya karena biaya operasional BPSK 

ditanggung Anggaran Pembelanjaan dan 

Belanja Daerah.34 Keuntungan bebas biaya 

tersebut, tentunya tidak dinikmati apabila para 

pihak mengajukan keberatan ke pengadilan 

negeri.  Adapun penyelesaian sengketa di 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

membutuhkan biaya yang jumlahnya bervariasi 

tergantung permasalahannya. Sebagai contoh 

dalam hal penyelesaian sengketa melalui 

Bani dibutuhkan biaya registrasi sebesar 

Rp.250.000,- Biaya administrasi dan biaya 

pemeriksaan Rp.150.000,- sd Rp.250.000. Biaya 

arbitrase itu sendiri didasarkan pada nilai 

perkara berkisar dari 10 % (untuk perkara yang 

bernilai kurang dari Rp.50 juta) sampai antara 

2 % dan 5 % (untuk perkara yang bernilai dia 

atas Rp. 750 juta).35 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa biaya penyelesaian 

sengketa di BPSK lebih ringan dari pada 

penyelesaian di Pengadilan atau BANI.

KesimpulanKesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa 

melalui BPSK kurang optimal. Hal tersebut 

karena satu dari ketiga parameter asas 

peradilan yang “sederhana” kurang terpenuhi 

khusunya terkait dengan rancunya pengaturan 

mengenai upaya hukum Putusan BPSK dan 

adanya hambatan dalam tahap eksekusi 

putusan BPSK. Dengan demikian, cukup 

jelas perlunya mempertegas pengaturan 

34 Muskibah, Op.cit., hlm. 147.
35 Agus Subagyo,Alternative Dispute Resolution (Adr) : 

Defi nisi, Implementasi Dan Aksi, hlm. 9.

terkait dengan prosedur upaya hukum yaitu 

menghilangkan upaya hukum terhadap 

putusan BPSK sebagaimana pengaturan 

Arbitrasi dalam UU Arbitrasi dan APS. Selain 

hal tersebut, penting untuk mengatur tata 

cara eksekusi putusan BPSK khususnya 

terkait dengan kewajiban pencantuman irah-

irah“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” dalam  putusan BPSK sehingga 

mempunyai kekuatan eksekutorial.

Referensi:Referensi:

Adrian Sutedi, Tanggungjawab Produk dalam 
Hukum Perlindungan Konsumen: Bogor, Ghalia 

Indonesia, 2008.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan 
Konsumen: Malang, Sinar Grafi ka, 2009.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika 
Dirugikan: Jakarta, Transmedia Pusaka, 2008.

Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata 
Indonesia edisi ke 6: Yogyakarta, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta,

Kurniawan, “Permasalahan dan Kendala 

Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui 

BPSK”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, 

issue 1, 2012.

Agus Subagyo, Alternative Dispute Resolution 
(Adr) : Defi nisi, Implementasi Dan Aksi.

Hengki M. Sibuea,  Perbandingan Efektivitas 
Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui 
Pengadilan dan Arbitrase, Ditinjau dari 
Jangka Waktu, Pasca Diterbitkannya SEMA 
No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian 
Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Kesimpulan

Referensi:

Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan 
Peradilan.

Muskibah, Analisis Mengenai Cara 
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/

MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan  Tugas 

dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen.
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bersifat fi nal dan mengikat.27Dengan kata lain, 

hanya Putusan BPSK yang prosesnya dilakukan 

dengan menggunakan forum arbitrase dapat 

diajukan keberatan sampai dengan Kasasi, 

sedangkan dengan forum konsiliasi dan 

mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Selanjutnya terkait dengan kesulitan dalam 

pelaksanaan eksekusi (kekuatan eksekutorial) 

Putusan BPSK. Bahwa salah satu syarat 

sebuah keputusan baik yang dikeluarkan 

oleh Pengadilan termasuk Akta Perdamaian 

serta Badan Arbitrase agar dapat dilakukan 

eksekusi adalah adanya irah-irah “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.28 Namun dalam UUPK, Kepmenperindag 

RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 maupun 

Peraturan Perundang-Undangan lain tidak 

diatur mengenai ketentuan pencantuman 

irah-irah tersebut, sehingga pada prakteknya 

mengakibatkan putusan arbitrase yang 

dikeluarkan oleh BPSK tidak dicantumkan irah-

irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”.29Hal tersebut berbeda 

dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang secara tegas dalam Pasal 54 

ayat (1) huruf a mewajibkan pencantuman 

irah-irah tersebut “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dengan kata 

lain, Putusan BPSK terutama terkait dengan 

arbitrasi membutuhkan pengaturan untuk 

pencantuman irah-irah tersebut agar 

putusannya mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dengan demikian, kedua masalah tersebut 

di atas mengakibatkan asas sederhana dalam 

sebuah peradilan tidak dapat terpenuhi.

Asas Cepat Asas Cepat 
27 Kurniawan, Op.cit., hlm. 168.
28 Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
29 Kurniawan, Op.cit., hlm. 166.

Bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman tidak menjelaskan pengertian 

dari “Cepat” namun menurut Sudikno 

Mertokusumo defi nisi cepat merujuk kepada 

waktu yang digunakan dalam melakukan 

proses jalannya peradilan.30 Ketentuan 

waktu penyelesaian sengketa melalui BPSK 

telah diatur secara tegas didalam Pasal 55 

UUPK, yaitu harus diputuskan BPSK paling 

lama 21 hari kerja sejak gugatan diterima 

baik menggunakan cara konsiliasi, mediasi 

atau arbitrasi. Terhadap Putusan BPSK yang 

menggunakan cara konsiliasi dan mediasi 

berlangsung secara cepat dikarenakan tidak 

dapat dilakukan upaya hukum. Sedangkan 

pemilihan cara penyelesaian dengan cara 

Arbitrase menghabiskan waktu yang lebih 

lama karena masih dapat dilakukan upaya 

hukum berupa keberatan di Pengadilan Negeri 

dan Kasasi di Mahkamah Agung atau bahkan 

Peninjauan Kembali. Namun demikian, UUPK 

telah secara tegas menentukan jangka waktu 

penyelesaian upaya hukum tersebut yaitu 65 

hari kerja dari proses diterimanya Keberatan 

di Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan 

Kasasi, dimana ketentuan tersebut merupakan 

sebuah kekhususan yang diatur dalam 

UUPK. Sehingga, secara keseluruhan proses 

penanganan penyelesaian sengketa melalui 

BPSK dengan menggunakan cara arbritase 

paling lama adalah 100 (seratus) hari kerja.31

Pilihan penyelesaian sengketa konsumen 

melalui Pengadilan Negeri sampai dengan 

upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung 

dan Upaya Hukum Upaya Hukum Luar Biasa 

melalui Peninjauan Kembali dapat berjalan 

lebih lama jika dibandingkan penyelesaian 

sengketa melalui BPSK, hal tersebut karena 

proses dan jangka waktu penyelesaian tidak 

diatur secara tegas oleh UUPK. Adapun jangka 

waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan 

Tingkat Pertama atau dalam hal ini Pengadilan 

Negeri telah diatur dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 dan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

30 Sudikno Mertokusumo,Loc.cit.

31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit., hlm. 128.

2008, yaitu 5 (lima) bulan ditambah dengan 

proses mediasi dengan jangka waktu 40 hari 

ditambah 14 hari kerja untuk perpanjangan.32 

Jangka waktu tersebut belum termasuk jika 

para pihak melakukan upaya hukum yang 

tentunya dapat membutuhkan waktu yang 

lebih lama dalam penyelesaiannya. 

Lebih lanjut, terkait dengan penyelesaian 

sengketa dengan menggunakan forum 

arbitrase, Pasal 48 UU Arbitrase dan APS 

membatasi jangka waktu penyelesaian 

sengketa paling lama 180 (seratus delapan 

puluh) hari dan jika diperlukan dapat 

diperpanjang berdasarkan kesepakatan para 

pihak. Adapun Pasal 60 UU Arbitrase dan APS 

mengatur bahwa Putusan arbitrase tersebut 

bersifat fi nal dan mengikat sehingga tidak 

dapat dilakukan upaya hukum. Dengan kata 

lain, jangka waktu penyelesaian sengketa 

sengketa melalui BPSK dengan jangka waktu 

penyelesaian maksimal 100 hari lebih cepat 

daripada menggunakan forum arbitrase UU 

Arbitrase dan APS. Namun demikian dengan 

terhambatnya proses eksekusi atas Putusan 

BPSK telah mengakibatkan proses penyelesaian 

sengketa tidak memenuhi asas cepat, namun 

apabila diukur dari tahap permohonan sampai 

dengan putusan di keluarkan, proses melalui 

BPSK lebih cepat dibandingkan dengan proses 

di Pengadilan dan arbitrase sebagaimana 

disebutkan dalam UU tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Asas Biaya MurahAsas Biaya Murah

Undang-Undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman mendefi nisikan “biaya ringan” 

sebagai biaya perkara yang dapat dijangkau 

oleh masyarakat.33 Pengertian dapat dijangkau 

oleh masyarakat bersifat subjektif sehingga 

untuk mengukurnya dibandingkan dengan 

biaya proses penyelesaian sengketa di 

pengadilan dan Badan Arbitrase Nasional. 

Adapun para pihak yang melakukan 
32 Hengki M. Sibuea,Perbandingan Efektivitas Penyelesa-

ian Sengketa Komersial Melalui Pengadilan dan Arbi-
trase, Ditinjau dari Jangka Waktu, Pasca Diterbitkannya 
SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara 
Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 
Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

33 Penjelasan Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas Cepat 
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tersebut dari Indonesia dikirim dan sampai ke Australia dan barang korea tersebut yang semula 

tidak mendapatkan tarif preferensi akhirnya mendapatkan tarif preferensi MFN 0% dengan cara 

tersebut. Hal itulah yang disebut Trade Defl ection atau pembelokan tujuan.

ROO bertujuan untuk melindungi integritas pasal-pasal perdagangan barang dalam FTA. Hal ini 

dapat kita lihat pada contoh AANZFTA dimana dalam pasa-pasal mengenai ROOnya tercantum 

dalam:

v Chapter 3 pada perjanjian,  yang diberi judul “Rules of Origin”; dan

v Annex dari Chapter 3 (Rules of Origin), yang diberi judul “Operational Certifi cation 

Procedures”.  Annex ini juga memasukkan 2 (dua) Appendixes yang mengatur :

(1) “Minimum Data Requirements - Applications for a Certifi cate of Origin”

(2) “Minimum Data Requirements - Certifi cates of Origin”; dan,

v Annex 2 dari Perjanjian, yang diberi judul “Product Specifi c Rules”.

Fungsi Utama dari Bab mengenai Ketentuan Asal Barang

Bab mengenai ROO dalam AANZFTA memiliki beberapa fungsi utama: 

v  mendefi nisikan barang yang berasal dari satu atau lebih Peserta Perjanjian, dan 

karenanya berhak atas pemberian tarif preferensi. 

v  menetapkan metode yang akan digunakan untuk menilai apakah sudah terjadi 

“transformasi substansial”. 

v  mendefi nisikan kondisi-kondisi dimana barang tidak akan dipertimbangkan untuk 

mendapatkan tarif preferensi, umumnya karena barang mengalami “pengolahan 

yang tidak memadai”  atau “operasi yang tidak memadai” di Peserta pengekspor  atau 

barang hanya sekedar dikirimkan dari negara bukan Peserta.

v  menjelaskan persyaratan dokumentasi untuk menuntut status preferensi; yaitu 

melalui penyediaan “surat keterangan asal (certifi cate of  origin)”, melalui “self-

certifi cation” atau melalui cara lain yang disepakati, dan 

v  menjelaskan pilihan yang tersedia bagi Peserta pengimpor jika dicurigai, atau sudah 

ditetapkan, bahwa pernyataan sebagai barang asal FTA tidak benar.

KONSEP-KONSEP KUNCI DALAM ROO FTASKONSEP-KONSEP KUNCI DALAM ROO FTAS

Barang-barang yang memenuhi persyaratan ROO dikenal sebagai “barang asal (originating 

goods)”. Barang yang seluruhnya diproduksi atau diperoleh (Wholly produced or obtained goods) 

dan barang yang diproduksi setelah mengalami “transformasi substansial” setelah memenuhi 

persyaratan ROO maka dianggap sebagai barang asal.

1) Wholly produced or obtained goods

 Bahwa pada umumnya barang dianggap sebagai barang yang seluruhnya diproduksi 

atau diperoleh atau Wholly produced or obtained goods ketika barang-barang tersebut 

seluruhnya dibuat di negara pengekspor menggunakan material yang juga seluruhnya 

diperoleh dari negara pengekspor (contohnya barang-barang yang tumbuh, lahir dan 

dibesarkan, dikumpulkan, atau diekstraksi di sana sebagaimana dicantumkan dalam pasal-

pasal dalam FTA mengenai barang yang seluruhnya diperoleh). Ekspor barang mineral, 

produk-produk pertanian, dan hewan laut yang dipanen di suatu negara adalah barang-

barang yang seluruhnya diperoleh dari Negara anggota.

 Ketika suatu barang mengandung material atau komponen yang berasal dari negara bukan 

Peserta, barang tersebut masih dapat memenuhi kualifi kasi sebagai barang asal jika sudah 

melalui transformasi substansial yang diuraikan di dalam ROO FTA. Hal ini dijelaskan lengkap 

dalam Bab tentang Wholly produced or obtained goods (WO) umumnya pada setiap 

Perjanjian atau  agreement. 

 Barang-barang yang tidak mengalami transformasi substansial di tingkat yang memadai 

di suatu Peserta merupakan “barang non-asal” dan tidak memenuhi kualifi kasi untuk 

mendapatkan tarif preferensi di bawah FTA.

 Ketika suatu barang diproduksi hanya menggunakan material asal maka tidak ada ROO yang 

harus dipenuhi karena barang tersebut 

pasti merupakan barang asal. 

 Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan  Nomor 77/M-DAG/

PER/5/2015 tentang Ketentuan Asal 

Barang untuk Barang Asal Indonesia 

(barang Ekspor dari Indonesia)

2) Transformasi Substansial (perubahan  
bentuk barang)

 Ketika material-material yang digunakan 

dalam produksi barang ekspor diproduksi 

seluruhnya di dalam teritori Peserta 

FTA, penentuan asal barang menjadi 

sederhana – barang yang diekspor 

secara otomatis berhak mendapatkan 

tarif preferensi. Masalah timbul ketika 

beberapa atau seluruh input material 

datang dari luar kawasan FTA. 

 Prinsip umum yang berlaku dalam 

penentuan asal barang adalah setiap 

material yang berasal dari luar kawasan 

FTA dan digunakan dalam produksi 

barang ekspor harus melalui proses 

transformasi substansial di bawah 

FTA dalam pembuatan barang ekspor 

tersebut. 

 Transformasi substansial terjadi ketika 

pengolahan material-material atau parts 

menghasilkan benda perdagangan yang 

baru atau berbeda, dengan karakteristik 

yang sudah berubah. 

Konvensi Kyoto 

Prinsip transformasi substansial 

dicantumkan di dalam International 

Convention on the Simplifi cation and 

Harmonization of Customs Procedures 

(“Kyoto Convention”). Menurut 

Konvensi Kyoto, suatu komoditi 

yang menggabungkan material atau 

proses dari dua atau lebih negara 

akan dianggap sebagai produk  

negara dimana barang itu mengalami 

transformasi substansial terakhir kali. 

Transformasi disebut ‘substansial’ 

ketika menghasilkan sebuah komoditi 

yang “baru dan berbeda” dengan 

komoditi yang dimasukkan ke proses 

transformasi. 

Konvensi Kyoto yang direvisi menyatakan 

bahwa transformsi substansial dapat 

ditunjukkan melalui tiga jalan, yaitu:

v Barang fi nal memenuhi ROO Kandungan 

Nilai Regional (Regional Value 

Content-RVC ROO).  Ada beberapa 

opsi untuk menerapkan pengujian 

RVC, namun umumnya dalam bentuk 

yang menyatakan material lokal dan 

pengolahannya mewakili proporsi 
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minimum yang ditentukan dari biaya atau 

nilai barang ekspor, atau material non-asal 

(yaitu bukan lokal) mewakili kurang dari 

proporsi maksimum yang ditentukan;;

v Ketentuan yang menyatakan bahwa 

material non-asal, yaitu material yang 

diimpor dari pihak ketiga,  berasal 

dari bagian Harmonized Commodity 

Description and Coding System (HS) yang 

berbeda dengan barang ekspor. Dengan 

kata lain, material mengalami perubahan 

klasifi kasi tarif yang ditentukan sebagai 

hasil dari proses produksi. Ketentuan 

ini umumnya disebut sebagai ROO 

Perubahan Klasifi kasi Tarif (Change in Tariff  

Classifi cation/CTC ROO); atau

v Meminta material non-asal untuk melalui 

operasi manufaktur atau pengolahan 

tertentu sebelum diekspor (ROO Proses 

Produksi Spesifi k atau sering diebut PSR),  

contoh:  suatu material harus melalui 

reaksi kimia, yang menghasilkan barang 

yang berbeda untuk tujuan ekspor. 

Juga dimungkinkan untuk menggabungkan 

unsur-unsur dari ketiga ketentuan ini ke dalam 

suatu sistem ROO, misalnya memasukkan 

ambang batas RVC sebagai tambahan, atau 

alternatif, dari ROO CTC, atau mengijinkan 

ketentuan proses produksi spesifi k sebagai 

alternatif dari ROO CTC. Di dalam prakteknya, 

banyak rejim ROO yang menggunakan lebih 

dari salah satu dari ketiga ketentuan di atas.

Sebagai bagian dari Putaran Uruguay di tahun 

1994, The World Trade Organization Agreement 

on Rules of Origin menetapkan Annex II yang berisikan Common Declaration with Regard to 

Preferential Rules of Origin, yang mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam negosiasi ROO. 

The World Trade Organization Agreement on Rules of Origin

The WTO Agreement on ROO menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan dari ROO non-

preferensi yang sangat relevan dengan ROO yang digunakan oleh FTA. Termasuk dalam 

prinsip-prinsip dan tujuan ini adalah ROO harus:

v  obyektif, mudah dipahami, dan dapat diprediksi 

v  mampu dikelola secara konsisten, seragam, tidak memihak, dan wajar 

v  tidak digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan perdagangan

v  tidak dengan sendirinya menciptakan efek yang membatasi dan mengganggu 

perdagangan internasional dan tidak menerapkan persyaratan restriktif yang tidak 

sepatutnya
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dan diputuskan oleh majelis yang bertindak 

sebagai arbiter (Pasal 1 angka 11 UUPK). Jika 

cara yang dipilih para pihak adalah konsiliasi 

atau mediasi, maka Ketua Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen segera menunjuk majelis 

sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan 

sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara 

yang dipilih oleh para pihak adalah arbitrase, 

maka prosedurnya adalah para pihak memilih 

arbiter dari anggota Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen yang berasal dari unsur 

pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota 

majelis.13

Tahap ketiga adalah Putusan dan Eksekusi 

Putusan. Hasil penyelesaian sengketa 

konsumen dengan konsiliasi atau mediasi 

dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda 

tangani oleh konsumen dan pelaku usaha.14 

Kemudian Perjanjian Tertulis tersebut dikuatkan 

dengan keputusan majelis yang ditanda-

tangani oleh ketua dan anggota majelis.15 

Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen 

dengan cara arbitrasi dibuat dalam bentuk 

putusan majelis yang ditanda-tangani oleh 

ketua dan anggota majelis.16Adapun Putusan 

Majelis BPSK dapat berupa Perdamaian, 

Gugatan ditolak dan Gugatan dikabulkan.17

Pengaturan terkait dengan upaya hukum dan 

eksekusi Putusan BPSK diatur dalam Pasal 41 

dan 42 Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/

KEP/12/2001. Langkah pertama, hasil Putusan 

Majelis BPSK diberitahukan secara tertulis 

kepada alamat konsumen dan pelaku usaha 

yang bersengketa, paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak putusan dibacakan.18 Selanjutnya, 

konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa 

wajib menyatakan menerima dan menolak 

putusan BPSK dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 

sejak putusan BPSK diberitahukan.19Apabila 

Pelaku Usaha menerima Putusan tersebut, 

maka Putusan wajib dilaksanakan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung 

sejak keputusan BPSK dibacakan.20 Adapun 

terhadap Putusan Majelis tersebut, Konsumen 

dan pelaku usaha dapat menolak putusan 

BPSK dan mengajukan keberatan kepada 

pengadilan negeri paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung sejak keputusan 

BPSK dibacakan.21 Apabila Pelaku Usaha tidak 

mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri 

sampai batas ditentukan tersebut, maka pihak 

para pihak wajib melaksanakan putusan dalam 

jangka waktu 5 hari kerja sejak batas waktu 

mengajukan keberatan dilampaui22 dan BPSK 

menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik 

13 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan: 
Jakarta, Transmedia Pusaka, 2008, hlm. 78-79.

14  Pasal 37 ayat (1), Op.cit.
15  Pasal 37 ayat (2), Ibid.
16  Pasal 37 ayat (4), Ibid.
17  Pasal 40, Ibid.
18 Pasal 41 (1), Ibid.
19 Pasal 41 (2), Ibid.
20 Pasal 41 (4), Ibid.
21 Pasal 41 (3), Ibid.
22 Pasal 41 (5), Ibid.

dalam hal Pelaku Usaha tidak menjalankan 

Putusan sampai batas waktu ditentukan 

tersebut.23 Terhadap Putusan BPSK yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh 

BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat 

konsumen yang dirugikan.24

Asas SederhanaAsas Sederhana

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan 

asas sederhana adalah proses pemeriksaan 

dan penyelesaian perkara dilakukan secara 

efektif dan efi sien.25Selanjutnya menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang 

dimaksud dengan efektif adalah ‘berhasil 

guna’ dan efi sien adalah ‘tepat atau sesuai 

untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu. 

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo 

yang dimaksud dengan ‘sederhana’ adalah 

proses peradilan dilakukan secara jelas 

sehingga dapat dimengerti dan tidak berbelit 

belit.26Dengan kata lain, prosedur dalam 

penyelesaian sengketa melalui BPSK disebut 

sederhana apabila mudah dimengerti dan 

dilaksaanakan oleh pihak yang terlibat seperti 

23 Pasal 41 (6), Ibid.
24  Pasal 42, Ibid.
25  Penjelasan Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
26 Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata Indone-

sia edisi ke 6: Yogyakarta, Universitas Atma JayaYog-
yakarta, hlm. 36.

BPSK, Konsumen, Pelaku Usaha sehingga 

proses penyelesaian sengketa dapat tercapai 

dan berjalan tepat waktu.

Pada prinsipnya menurut UUPK penyelesaian 

sengketa di BPSK sederhana namun pada 

faktanya pelaksanaan upaya hukum dan 

eksekusi Putusan BPSK sulit di laksanakan 

karena Peraturan terkait penyelesaian sengketa 

di BPSK saling bertentangan. Terkait dengan 

upaya hukum atas putusan BPSK, Pasal 54 UUPK 

menyatakan bahwa Putusan Majelis BPSK 

bersifat fi nal dan mengikat, namun ketentuan 

tersebut inkosisten dengan Pasal 56 ayat (2) 

UUPK dengan memberikan ruang kepada 

Para Pihak untuk dapat mengajukan keberatan 

atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. 

Hal tersebut secara aturan menimbulkan 

ketidakjelasan dan mengakibatkan proses 

yang berbelit-belit dalam berbicara. Dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, 

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penggunaan Upaya Hukum 

Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang 

mana secara garis besar menyebutkan bahwa 

keberatan atas Putusan BPSK hanya dapat 

diajukan ke Pengadilan Negeri jika prosesnya 

dilaksanakan dengan menggunakan arbitrase, 

sedangkan yang menggunakan konsiliasi dan 

mediasi tidak dapat diajukan karena Putusan 

tersebut dipersamakan dengan sebuah 

perdamaian (daading) sehingga putusannya 
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